SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
BENTUK STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK BAKU
SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN
DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang

BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANYUMAS,

bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi serta
keseragaman dan mempermudah penyebutan dan
penulisan singkatan/akronim nomenklatur dan bentuk
stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku
Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel
Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, maka
terdapat perubahan nomenklatur beberapa Perangkat
Daerah;

bahwa bentuk baku akronim atau singkatan perangkat
daerah serta bentuk baku stempel jabatan dan Perangkat
Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas



Mengingat

Menetapkan

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016
tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur
serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
dicabut dan selanjutnya akan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Banyumas;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016
tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur
serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir
Dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku
Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel
Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah =~ Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG
BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR
SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA
KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN
2016 TENTANG BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM
NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL JABATAN DAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS.



Pasal 1
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk
Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas:
a. Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor
37); dan
b. Nomor 72 Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor
73),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI BANYUMAS,

ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002
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